BAB IV
DISKRIPSI OBYEK, PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Diskripsi Obyek
4.1.1 Gambaran Umum Perusahaan
Profil Perusahaan
Nama Perusahaan : KPP Madya Surabaya
Alamat - JI. Jagir Wonokromo No. 104, Jagir,
Wonokromo, Kota SBY, Jawa Timur
60244, Indonesia

No. Telepon/Fax : 031-8482557
Website : www.pajak.go.id
Jenis Usaha : Kantor Pelayanan Pajak

Logo Perusahaan

Direktorat Jenderal Pajak memiliki Lambang atau logo yang
dipergunakan sebagai simbol internal berseal “CAKTI BUDDHI
BHAKTT”. Ini diambil dari bahasa sanskerta yang berarti : Dengan
segala kekuatan, tenaga, dan fikiran dan dengan budi yang luhur,
kami berbakti kepada Negara.Sedangkan arti secara keseluruhan :
Direktorat Jenderal Pajak sebagai aparatur Negara Republik
Indonesia yang berdasarkan Pancasila mempunyai tugas dalam
bidang Perpajakan dan dalam melaksanakan fungsinya memungut
dan memasukkan pajak ke dalam Kas Negara berusaha dengan
segala daya upaya agar fungsi pajak baik budgeter maupun
mengatur dapat terlaksana sebaik-baiknya berdasarkan Tridharma
Pemajakan dengan memperhatikan tingkat conyunctuur guna
mencapai masyarakat adil dan makmur, materiil dan sprituil, sesuai
dengan tujuan Undang-Undang Dasar 1945.

4.1.2 Sejarah Singkat Perusahaan

Kantor pelayanan pajak madya Surabaya dibentuk berdasarkan
surat keputusan menteri keuangan Nomor : PER-123/KMK.01/2006
tanggal 22 desember 2006 yang menyatakan pendirian kantor
pelayanan pajak madya Surabaya sebagai tempat pelaporan dan
diselenggarakannya administrasi bagi wajib pajak. Wajib pajak
tertentu di wilayah kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa
Timur I. Wajib pajak kantor pelayanan pajak madya Surabaya
terdiri dari perusahaan-perusahaan terbesar di wilayah kota madya
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Surabaya sesuai dengan keputusan Direktorat Jenderal Pajak
Nomor: KEP-27/PJ./2007 tanggal 29 maret 2007. Kantor pelayanan
pajak madya Surabaya beralamat dijalan jagir wonokromo nommor
104, Jagir, Wonokromo, Surabaya.

1. Tugas KPP Madya Surabaya
KPP Madya Surabaya mempunyai tugas melaksanakan
penyuluhan, pelayanan dan pengawasan wajib pajak di bidang
pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan
atas barang mewah dan pajak tidak langsung lainnya dalam
wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

2. Fungsi KPP Madya Surabaya

Dalam melaksanakan tugas, KPP Madya Surabaya Wonokromo

menyelenggarakan fungsi:

a. Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan
potensi perpajakan dan penyajian informasi perpajakan.
Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan.
Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan,
penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan, serta
penerimaan surat lainnya.

Penyuluhan perpajakan.

Pelayanan perpajakan.

Pelaksanaan pendaftaran wajib pajak.

Penataausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan
pajak.

h. Pelaksanaan pemeriksaan pajak.

i. Pengawasan kepatuhan wajib pajak.

j. Pelaksanaan konsultasi perpajakan.

k. Pembetulan ketetapan pajak.

Struktur organisasi KPP Madya Surabaya Wonokromo
berdasarkan Peratuuran Keuangan nomor PER-
132/PMK.01/2006 tanggal 22 desember 2006 sebagaimana
telah diubah terakhir dengan PMK 167/PMK.01/2012 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal
Pajak Madya terdiri dari :

1. Sub bagian Umum
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Seksi Pengolahan Data dan Informasi
Seksi Pelayanan;
Seksi Penagihan;
Seksi Pemeriksaan;
Seksi Pengawasan dan Konsultasi I;
Seksi Pengawasan dan Konsultasi II;
Seksi Pengawasan dan Konsultasi Il1;
Seksi Pengawasan dan Konsultasi 1V;
10. Pejabat Fungsionaris

4.1.3 Struktur Organisasi
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Gambar 4.1 Struktur Organisasi KPP Madya Surabaya.
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Tugas Kepala Kantor KPP Madya Surabaya

Kepala kantor wajib menerapakan prinsip organisasi,
integritas dan sinkronisasi baik dilingkungan Kantor
Pelayanan Pajak maupun antar satuan organisasi
dilingkungan vertical Direktorat Jenderal Pajak sesuai
dengan tugas pokok masing-masing. Wajib pajak
mengawasi pelaksanaan tugas bawahan dan apabila terjadi
penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang
diperlukan sesuai pertauran perundang-undangan yang
berlaku, bertanggung jawab memimpin dan
mengkoordinasikan bawahan, member bertanggung jawab
terhadap atasan masing-masing dan meyampaikan laporan
berkala tepat pada waktunya.

Berikut uraian tugas kepala kantor KPP Madya Surabaya
Wonokromo :

Menetapkan rencana pengamanan penerimaan pajak
berdasarkan potensi pajak, perkembangan kegiatan ekonomi
keuangan dan realisasi penerimaan tahun lalu.

Menetapkan rencana pencairan data strategis dan potensial
dalam rangka intensifikasi perpajakan.

Mengarahkan pengolahan data yang sumber datanya
strategis dan potensial dalam rangka intensifikasi
perpajakan.

Mengarahkan pembuatan risalah perincian dasar pengenaan
pemotongan atau pemungutan pajak atas permintaan wajib
pajak berdasarkan hail perhitungan ketetapan pajak.
Menjamin pengolahan data guna menyajiakn informasi
perpajakan.

Mengarahkan pemantauan pelaporan dan pembayaran masa
dan tahun PPh dan pembayaran masa PPN/PPn BM untuk
mengetahui  tingkat kepatuhan wajib pajak serta
mengendalikan/pelaksanaan pemeriksaan pajak.
Membimbing penelitian sehubungan dengan penyampaian
Surat Pemberitahuan Tahunan yang tidak sesuai dengan
batas waktu dan penelitian sehubungan dengan Surat
Pemberitahuan yang tidak disampaikan (kempos).
Menetapkan penerbitan surat ketetapan pajak berdasarkan
Laporan Pemeriksaan Pajak (Pemeriksaan Lengkap dan
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Pemeriksaan Pajak sederhana lapangan/kantor), penelitian
formal/penelitian material atas SPT Tahunan PPh, SPT
Masa PPh, SPT Masa PPN/PPn BM serta daftar wajib pajak
yang akan diterbitkan surat ketetapan pajak guna
memberikan kepastian atas besarnya pajak yang terutang.
Menetapkan penerbitan SKB PP, Surat Keputusan
Penguruang Angsuran PPh Pasal 25, Surat Keputusan
Penangguhan Pembayaran Masa, dan SKB PPN atas
penyerahan barang kena pajak tertentu yang dibebaskan
berdasarkan ketentuan yang berlaku guna memberikan
kepastian atas hak dan kewajiban perpajakan.

Menetapkan  pemberian  persetujuan/penolakan  atas
permohonan penundaan/pencicilan pembayaran pajak dan
perijinan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Menyetujui jawaban atas konfirmasi yang diajukan oleh
Kantor Pelayanan Pajak lain, Kantor Wilayah, Kantor Pusat
serta instansi lain guna memberikan informasi perpajakan
yang benar.

Mengarahkan penataausahaan penerimaa pajak dan
pemberian restitusi untuk mengetahui penerimaan murni
dan netto Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.
Mengarahkan penatausahaan piutang pajak dan penagihan
pajak ata wajib pajak/ penanggung pajak.

Menjamin pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, tata
usaha dan rumah tangga dalam rangka menunjang
pelaksanaan tugas Kantor Pelayanan Pajak.

Menjamin pelaksanaan pengawasan, bimbingan dan
pemberian konsultasi terhadap wajib pajak atas pemenuhan
kewajiban perpajakannya, pemantauan proses administrasi
perpajakan.

Mengarahkan dan mengendalikan penerbitan produk-
produk hukum dan usul pembetulan produk-produk hukum
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menjamin pelaksanaan proses usulan angka kredit pejabat
fungsional pemeriksa pajak.

Menyetujui konsep Rencana Strategis, Rencana Kerja
Tahunan, Penetapan Kinerja, dan Laporan Kinerja (LAKIN)
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Direktorat sebagai bahan masukan untuk penyusunan
Renstra, RKT, PK, dan LAKIN DJP.

Menelaah penyusunan tanggapan terhadap Surat Hasil
Pemeriksaan (SHP)/ Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari
Aparat Pengawas Fungsional.

Mengarahkan pegawai untuk meningkatkan efisiensi,
produktivitas, dan profesionalisme di Kantor Pelayanan
Pajak.

Tugas Subbag Umum dan Kepatuhan Internal

Subbag Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas
melakukan urusan kepegawaian, keuangan dan pengelolaan
kinerja pegawai, pemantauan pengenalian intern,
pematauan pengelolaan resiko, pemantauan terhadap kode
etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, tata
cara penyampaian dokumen di KPP, tata cara penyusunan
laporan atau daftar realisasi anggaran belanja, tata cara
pelaksanaan penutupan buku kas umum, tata cara
penyusunan laporan berkala KPP, serta penyusunan
rekomendasi perbaikan proses bisnis.

Tugas Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Seksi ini mempunya tugas melakukan pencarian,
pengelolaan data, pengamatan potensi perpajakan,
penyajian informasi perpajakan, urusan tata usaha
penerimaan perpajakan, pelayanan dukungan teknis
komputer , pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filling,
perkembangan ekonomi dan keuangan serta pengelolaan
kinerja organisasi.

Tugas Seksi Pelayanan

Seksi ini mempunyai tugas melakukan penetapan dan
penerbitan produk hukum perpajakan, pemberitahuan tata
cara pendaftaran nomor pokok wajib pajak, tata cara
penyelesaian pemindahan wajib pajak di kantor pelayanan
pajak lama dan baru, tata cara penyelesaian penghapusan
nomor pokok wajib pajak, pengadminstrasian dokumen dan
pengolahan surat pemberitahuan, serta penerimaan surat
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lainnya. Pelaksanaan pendaftaran wajib pajak, serta
melakukan kerjasama perpajakan.

Tugas Seksi Penagihan

Seksi ini  mempunyai tugas melakukan urusan
penatausahaan piutang pajak, penundan dan angsuran
tunggakan oajak, penagihan aktif, usullan penghapusan
piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen
penagihan. Memberitahukan tata cara penerbitan dan
menyampaikan surat teguran penagihan, tata cara
menerbitkan dan memberithukan surat paksa, tata cara
menerbitkan surat perintah, melakukan penyitaan, tata cara
melaksanakan lelang, tata cara menyelesaikan permohonan
pembatalan lelang, tata cara menerbitan surat tagihan pajak
(STP) bunga penagihan.

Tugas Seksi Pengawasan dan Konsultasi |

Seksi Pengawasan dan Konsultasi | mempunyai tugas
melakukan tugas penyelesaian permohonan wajib pajak,
usaha pembetulan ketetapan pajak, bimbingan dan
konsutasi teknis perpajakan kepada wajib pajak.

Tugas Seksi Pengawasan dan Konsultasi 11, 111 dan 1V
Seksi ini masing-masing mempunyai tugas melakukan
pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak,
penyusunan profil wajib pajak, analisis kerja wajib pajak,
rekonsiliasi data pajak dalam rangka melakukan
intensifikasi dan himbauan kepada wajib pajak.

Tugas Seksi Pemeriksaan

Seksi ini mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana
pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan,
penerbitan, penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak,
tata cara pemrosesan dan penatausahaan dokumen yang
masuk di seksi pemeriksaaan, tata cara penyelesaian surat
pemberitahuan tahunan (SPT) pajak penghasilan lebih
bayar, tata cara penyelesaian permohonan pengembalian
pembayaran pajak pertambahan nilai untuk selain wajib
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pajak patuh, tata cara penatausahaan laporan pemeriksaan
pajak (LPP) dan nota perhitungan dan administrator
pemeriksaan perpajakan lainnya, serta pelaksanaan
pemeriksaan oleh petugas pemeriksaan pajak yang
ditunjukkan kepala kantor.

9. Kelompok Pejabat Fungsional

Seksi ini bertugas merangkai kegiatan menghimpun dan
mengolah data, keterangan atau bukti yang dilaksanakan
secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standart
pemeriksaan untuk menguji  kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan dan mempunyai tujuan untuk
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan.

414 Visi dan Misi
1. Visi Organisasi

Visi Direktorat Jenderal Pajak adalah suatu gambaran
menantang tentang keadaan masa depan Direktorat Jenderal
Pajak yang sungguh-sungguh diinginkan untuk
ditransformasikan menjadi realitas elalui komitmen dan
tindakan oleh segenap jajaran Direktorat Jenderal Pajak. Visi
yang ingin diwujudkan oleh KPP Madya Surabaya yaitu:

“ Menjadi institusi pemerintah penghimpun pajak negara

yang terbaik di wilayah Asia Tenggara “.
2. Misi Organisasi

Misi Direktorat Jendral Pajak adalah suatu pernyataan yang
menggambarkan tujuan keberadaan (eksistensi), tugas, fungsi,
peranan dan tanggung jawab Direktorat Jenderal Pajak
sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang serta kebijakan
pemerintah dengan dijiwai oleh prinsip-prinsip dan nilai-nilai
strategis organisasi di dalam berbagai bidang lingkungannya
dimana Direktorat Jenderal Pajak beraktivitas dan berinteraksi.
Misi yang ingin diwujudkan oleh KPP Madya Surabaya yaitu:

“ Menyelenggarakan fungsi administrasi perpajakan
dengan menerapakan undang-undang perpajakan secara
adil dalam rangka membiayai penyelenggaraan negara
demi kemakmuran rakyat .
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4.2 Penyajian Data
Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan pegawai
dan wajib pajak dari KPP Madya mengenai strategi sosialisasi, terdapat
tujuh responden yang diwawancarai. Responden yang diwawancara
merupakan pegawai Kantor Pelayanan Pajak Madya Surabaya dan wajib
pajak sebagai pengguna program e-filing. Berikut nama daftar nama
responden secara lengkap :

Tabel 4.1 Data Informan

No. Nama Jabatan / Pekerjaan

Kepala Seksi Pelayanan KPP Madya

1. | Hari Murti
ari Murti Surabaya

AR (Account Representative)Waskon

2. | Setianing Pamungkas | KPP Madya Surabaya
3. | Icha Accounting

4. | Indah Accounting

5. | Herman Accounting

6. | Rohman General Accounting

7. | Fauzan Accounting

Terdapat berbagai hal positif maupun negatif mengenai strategi
sosialisasi program e-filing yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan
Pajak Madya Surabaya. Menurut Winerungan (2013), ada enam strategi
sosialisasi perpajakan meliputi :

Publikasi (Publication)

Kegiatan (Event)

Pemberitaan (News)

Keterlibatan Komunitas (Community Involvement)

Pencantuman Identitas (Identity)

Pendekatan Pribadi (Lobbying)

Berlkut hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan responden terkait
dengan strategi sosialisasi program e-filing.

o s -

1. Publikasi ( Publication)
Merupakan aktivitas publikasi yang dilakukan melalui media
komunikasi baik cetak seperti surat kabar, majalah maupun media
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audiovisual seperti radio ataupun televisi. Menurut Bapak Hari Murti

selaku Kepala Seksi Pelayanan KPP Madya Surabaya
“Ketika ada aturan efiling publikasinya dengan cara sosialisasi e-
filing terhadap wajib pajak kita. Dengan cara memberikan
pengumuman di loket atau tempat pelayanan terpadu, artinya wajib
pajak dikasih opsi saluran mana cara-cara mereka melaporkan SPT.
Lewat sosial media KPP madya memiliki instagram, facebook,
twitter. Disitu kita menyampaikan aturan- aturan terbaru atau
pengetahuan perpajakan secara umum pada wajib pajak”.
(Wawancara diambil pada tanggal 09 Juli 2018)

Bapak Setianing Pamungkas selaku Account Representative juga

menambahakan.
“Penerapan e-filing sebenarnya sudah lama Publikasinya kalau
setiap ada peraturan baru apalagi itu menyangkut tentang
kepentingan wajib pajak secara umum termasuk e-filing
publikasinya itu tadi dilakukan secara aktif maupun pasif. Dulu
diawal-awal karna ini sudah berjalan lama sudah 2-3 bulan diawal
penerapan wajib e-filing, setiap lift itu ditempeli “wajib efiling
berdasarkan PMK nomor 9/PMK.03/2018”, setiap lapor yang tidak
terkait efiling sebenarnya setelah petugas menyampaikan tanda
terimanya kita sampaikan lagi sounding tentang peraturan wajib
efiling. Kemudian untuk sosialisai di radio-radio kita juga sering,
sosial media per kantor itu kita ada, setiap ada cara kantor,
perubahan peraturan yang berpengaruh banyak pada wajib pajak
kita memanfaatkan. (Wawancara diambil pada tanggal 04 Juli 2018)

Hal yang sama jug diungkapkan oleh wajib pajak yang bernama Bapak
Fauzan beliau bekerja sebagai Accounting di sebuah perusahaan.
“Saya mengetahui tentang adanya efiling dari KPP Madya Surabaya
karena sempat ada penyuluhan, kalau dari dari internet saya baca di
google biasanya”. (Wawancara diambil pada tanggal 10 Juli 2018)

Responden lain yang bernama Ibu Icha mengatakan
“Kebetulan saya di lingkungan kantor ada grup, jadi untuk Efiling
waktu peraturannya keluar saling memberi tahu antara bagian grup
ini grup itu. Disitu diberi tahu ada aturan harus wajib efiling dari
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peraturan yang dikeluarkan Dirtjen pajak”. (Wawancara diambil
pada tanggal 10 Juli 2018)

Kemudian Ibu Indah juga mengatakan
“Saya mengetahui Efiling itu dari KPP nya, lebih tepatnya dari AR
(Account Representative ). Saya juga mengetahuinya dari internet,
karena awalnya AR memberitahu kemudian saya juga cari tahu di
internet”. (Wawancara diambil pada tanggal 10 Juli 2018)

Bapak Herman pun menamabahkan
“Saya yang pertama mengetahui tentang efiling dari sosial media,
yang kedua dari kantor pusat perusahaan dari bagian pajaknya.
Kemudian saya diinfokan dari KPP Madya Surabaya seperti
kemarin laporan PPh 21 yang sudah wajib efiling”. (Wawancara
diambil pada tanggal 10 Juli 2018)

Bapak Rohman mengemukakan
“Saya mengetahui efiling dari sosialisai KPP Madya Surabaya.
Kalau dari sosial media saya kurang mengikuti jadi tidak
mengetahui tentang efiling dari internet”. (Wawancara diambil pada
tanggal 10 Juli 2018)

2. Kegiatan( Event)

Institusi pajak dapat melibatkan diri pada penyelenggaraan aktivitas-

aktivitas tertentu yang dihubungkan dengan program peningkatan

kesadaran masyarakat akan perpajakn pada momen-momen tertentu.

Menurut Bapak Hari Murti
“Kegiatannya dengan cara melakukan pertemuan dengan wajib
pajak biasanya jika bersifat teknis dinamakan kelas pajak, kelas
pajak itu kita melakukan kegiatan memberikan bimbingan kepada
wajib pajak secara teknis bagaimana cara melaksanakan efiling.
Dengan cara seminar atau sosialisasai secara umum, kalau seminar
itu kita lakukan di kelas besar 200-300 wajib pajak kita undang kita
sosialisasikan aturan-aturan yang ada.
Cara penyampaian materi bisa bersifat diskusi bisa bersifat satu
arah. Satu arah itu seperti sosial media, kalau seminar dan kelas
pajak berarti dua arah. Kita memberikan materi kemudian diberi
kesempatan untuk diskusi, kemudian materi itu juga di upload jadi
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wajib pajak bisa mengunduh karena setiap kita sosialisasi kita kasih
link. Jadi selepas sosialisasi wajb pajak masih bisa mempelajari
aturan. Kemudian bisa konsultasi juga kepada AR karena setiap
wajib pajak memiliki AR sehngga bisa diskusi lanjutan”.
(Wawancara diambil pada tanggal 09 Juli 2018)

Bapak Setianing Pamungkas juga mengatakan

“Sosialisasi pasti ada, karna stakeholder kita adalah wajib pajak dan
kita bekerja di bidang pelayanan. Setiap ada peraturan baru
termasuk ada efiling itu kita sounding pada wajib pajak, kita
undang beberapa wajib pajak. Untuk kegiatan yang mengajak wajib
pajak untuk praktek langsung dilihat dulu materinya, kalau
materinya yang disampaikan wajib pajak tidak perlu praktek maka
tidak. Misalkan sosialisasi bahan sebuah kebijakan berarti tidak
perlu praktek wajib pajak harus tau saja. Tetapi kalau misalkan
efiling kalau yang butuh praktek itu namanya bukan sosialisasi tapi
kita namakan kelas pajak”.(Wawancara diambil pada tanggal 04 Juli
2018)

Responden dari wajib pajak yang bernama Bapak Rohman yang
bekerja sebagai General Accounting juga membenarkan tentang
adanya kegiatan yang diadakan oleh KPP Madya Surabaya.
“Ya saya mengikuti kegiatan sosialisasi yang diadakan KPP Madya
Surabaya, disana diterangkan bahwa khususnya untuk PPh 21 sudah
tidak bisa manual kita memakai efiling semua, disitu dijelskan
bagaimana caranya, prosesnya seperti apa, step-step nya, juga
persyaratannya”. (Wawancara diambil pada tanggal 10 Juli 2018)

Hal yang sama juga disampaikan oleh wajib pajak yang lain yakni
Bapak Fauzan.
“Saya pernah mengikuti kegiatan sosialisai e-filing, disana diberikan
materi tentang peraturan wajib efiling untuk PPh 21 dan PPN”.
(Wawancara diambil pada tanggal 10 Juli 2018)

Responden lain yang bernama Ibu Icha mengatakan
“Saya mengetahui ada sosialisasi tentang efiling tetapi saya tidak
mengikuti sosialisai dari KPP Madya Surabaya”. (Wawancara
diambil pada tanggal 10 Juli 2018)
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Kemudian Bapak Herman mengatakan
“Saya belum pernah mengikuti kegiatan tentang sosialisasi
efiling”. (Wawancara diambil pada tanggal 10 Juli 2018)

Ibu Indah mengemukakan pendapatnya
“Untuk kegiatan sosialisasi saya belum pernah mengikuti karena
saya baru bekerja di bagian pajak ini”. (Wawancara diambil pada
tanggal 10 Juli 2018)

Pemberitaan (News )

Pemberitaan dalam hal ini mempunyai pengertian khusus yaitu menjadi

bahan berita dalam arti positif, sehingga menjadi sarana promosi yang

efektif. Hal tersebut juga disampaikan oleh Bapak Hari Murti.
“Di Direktrat Jenderal pajak sendiri ada wewenang KPP, ada
wewenang Kanwil kalau semacam konfrensi pers, news, artikel itu
dihandle oleh kanwil bagian humas, jadi humas mengatasnamkan
KPP yang ada di kanwilnya tersebut jadi KPP tidak sendri-sendiri
mempublikasikan”. (Wawancara diambil pada tanggal 09 Juli
2018)

Bapak Setianing Pamungkas juga mengatakan
“Kalau untuk berita atau artikel itu kanwil yang menghandle”.
(Wawancara diambil pada tanggal 04 Juli 2018)

Hal tersebut disampaikan oleh wajib pajak yang bernama lbu Icha
selaku Accounting di sebuah perusahaan.
“Saya pernah membaca artikel mengenai efiling yang isinya
memberitahu dengan menggunakan efiling tidak perlu ribet lagi
dengan datang ke kantor, laporannya bisa secara online, terus lebih
efektif dan efisien waktu dan tempatnya”. (Wawancara diambil
pada tanggal 10 Juli 2018)

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Fauzan.
“Saya pernah membaca berita tentang efiling di google. Berita
yang saya baca itu yang berkaitan langsung dengan kebutuhan
efiling ini saya cari tahu tentang tata cara menggunakannya”.
(Wawancara diambil pada tanggal 10 Juli 2018)
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Responden lain yang bernama Ibu Indah mengatakan
“Kalau untuk berita saya hanya sekilas membaca artikel mengenai
efiling di internet”. (Wawancara diambil pada tanggal 10 Juli
2018)

Kemudian Bapak Herman mengatakan
“Saya pernah membaca berita tentang efiling dari internet yang
isinya tentang cara-cara pelaporan, tata caranya mengisinya”.
(Wawancara diambil pada tanggal 10 Juli 2018)

Bapak Rohman pun mengatakan
“Saya pribadi belum membaca artikel atau berita tentang efiling”.
(Wawancara diambil pada tanggal 10 Juli 2018)

Keterlibatan Komunitas( Community Involvement )

Melibatkan komunitas pada dasarnya adalah cara untuk mendekatkan

institusi pajak dengan masyarakat. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak

Setianing Pamungkas selaku AR (Account Representative) KPP Madya

Surabaya.
“Di KPP Madya ada zona orang-orang yang diibaratkan tua, kalau
orang tua itu lebih konvensional. Ada lagi anak-anak muda mereka
itu lebih kreatif. Kalau orang yang levelnya sudah pejabat yang
pikirannya masih konvensional kalau mereka yang mengundang
komunitas pasti yang diundang Ikatan Konsultan Pajak
kemasannya pasti monoton. Kalau melibatkan iya kita melibatkan
hanya kemasannya yang berbeda. Kalau jiwa yang muda-muda
pemanfaatannya dengan hastag bayar pajak itu kan berusaha
merangkul komunitas. Di KPP Madya melibatkan komunitas karna
ada tim untuk itu. Dengan menggunakan hastag merupakan bagian
untuk menarik komunitas semakin sering hastag itu dipakai berarti
semakin banyak komunitas yang terbentuk”. (Wawancara diambil
pada tanggal 04 Juli 2018)

Bapak Hari Murti juga mengatakan
“Keterlibatan komunitas dalam bentuk sosialisasi misalnya
asosiasi perdagangan pasar kita bekerja sama dengan mereka”.
(Wawancara diambil pada tanggal 09 Juli 2018)
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Namun hal tersebut nampaknya kurang mendapat perhatian dari wajib
pajak seperti yang disampaikan oleh Ibu Indah selaku Accounting di
sebuah perusahaan.
“Saya belum pernah mengikuti kegiatan yang melibatkan
komunitas yang hastag atau melibatkan ikatan semacamnya”.
(Wawancara diambil pada tanggal 10 Juli 2018)

Hal yang sama disampaikan oleh Bapak Herman yang bekerja sebagai
Accounting.
“Saya kurang mengetahui kegiatan yang seperti itu, jadi saya
belum pernah mengikuti kegiatan yang melibatkan komunitas”.
(Wawancara diambil pada tanggal 10 Juli 2018)

Jawaban dari Ibu Icha adalah
“Saya tidak pernah mengikuti kegiatan yang diadakan KPP Madya
Surabaya yang melibatkan komunitas”. (Wawancara diambil pada
tanggal 10 Juli 2018)

Bapak Fauzan mengatakan
“Saya tidak mengikuti kegiatan yang melibatkan komunitas”.
(Wawancara diambil pada tanggal 10 Juli 2018)

Pendapat dari Bapak Rohman
“Saya belum pernah mengikuti kegiatan yang melibatkan
komunitas”. (Wawancara diambil pada tanggal 10 Juli 2018)

5. Pencantuman ldentitas ( Identity)

Berkaitan dengan pencantuman logo otoritas pajak pada berbagai media

yang ditujukan sebagai sarana promosi. Menurut Bapak Setianing

Pamungkas.
“Untuk semua slogan atau tagline yang eksternal itu biasanya
ditentukan dari kantor pusat kalo yang sekarang slogannya
“bangga bayar pajak” itu yang menentukan kantor pusat. Tapi
biasanya per KPP itu berbeda-beda membuat tema-tema sendiri.
Di KPP Madya membuat slogan seperti itu usahanya untuk
membuat orang lebih paham efiling, untuk tagline KPP Madya
sendiri itu “ Penyampaian SPT Tahunan anda kini semakin mudah
dengan e-filing” minimal ketika kita tidak menjelaskan dengan
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mengguakan tagline seperti itu orang akan penasaran”.
(Wawancara diambil pada tanggal 04 Juli 2018)

Bapak Hari Murti menambahakan
“Ada, tagline nya itu “ penyampaian SPT Tahunan anda kini
semakin mudah dengan Efiling *“ agar mudah diingat wajib pajak”.
(Wawancara diambil pada tanggal 09 Juli 2018)

Bapak Rohman selaku wajib pajak di KPP Madya surabaya juga
membenarkan adanya tagline tersebut.
“Saya mengetahui tagline tentang e-filing, tapi saya lupa tagline
nya yang seperti apa”. (Wawancara diambil pada tanggal 10 Juli
2018)

Namun berbeda dengan pendapat Ibu Icha.
“Saya tidak mengetahui tagline yang dikeluarkan oleh KPP Madya
Surabaya, sepertiya kurang di sounding kepada wajib pajak”.
(Wawancara diambil pada tanggal 10 Juli 2018)

Bapak Fauzan mengatakan

“Saya tidak mengetahui tagline tentang efiing”. (Wawancara
diambil pada tanggal 10 Juli 2018)

Pendapat lain dari Ibu Indah
“Saya kurang tau”. (Wawancara diambil pada tanggal 10 Juli
2018)

Kemudian Bapak Herman mengatakan
“Saya kurang mengetahui tentang tagline efiling”.(Wawancara
diambil pada tanggal 10 Juli 2018)

Pendekatan Pribadi ( Lobbying )

Pengertian lobbying adalah pendekatan pribadi yang dilakukan secara

informal untuk mencapai tujuan tertentu. Bapak Hari Murti menjelaskan
“Kita tidak secara personal, karena wajib pajak dimata kami itu
sama jadi kita undang mereka dalam melakukan kegiatan
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sosialisasi lewat kelas pajak tidak satu-satu”. (Wawancara diambil
pada tanggal 09 Juli 2018)

Kemudian sebagai Account Representative Bapak Setianing

Pamungkas menjelskan.
“Di KPP Madya profiling wajib pajaknya berbeda dengan KPP
pratama, kalau di kami setiap ada kelas besar sosialisasi akan
ditutup pemateri menanyakan apakah ada yang ditanyakan dari
peserta yang hadir tapi tidak ada yang menjawa. Tetapi setelah
sosialisasi wajib pajak langsung menemui AR nya masing-masing
menanyakan materi sosialisasi. Ketika ditanya alasannya karena
terlalu banyak orang, tidak membawa laptop, malu. Dikarenakan
sebagian besar orang seperti itu kita mengantisipasi dengan adanya
help desk yang fungsinya untuk wajib pajak yang ingin bertanya
secara pribadi”. (Wawancara diambil pada tanggal 04 Juli 2018)

Untuk wajib pajak sendiri Ibu Indah mengatakan.
“Saya pernah melakukan penekatan pribadi dengan AR, biasanya
diskusi tentang sekarang yang bisa diaporkan efiling itu apa saja,
karena kan yang sekarang peraturan wajib efiling itu PPh 21 dan
PPN”. (Wawancara diambil pada tanggal 10 Juli 2018)

Bapak Herman juga mengemukakan pendapat yang sama.
“Kalau pendekatan pribadi saya langsung tanya ke AR nya.
Selama saya menggunakan efiling tidak ada kendala yang terjadi

semuanya berjalan lancar”. (Wawancara diambil pada tanggal 10
Juli 2018)

Bapak Rohman mengatakan
“Ya saya pernah melakukan pendekatan pribadi dengan AR nya
yang sangat membantu pada saat awal pengurusan efiling badan”.
(Wawancara diambil pada tanggal 10 Juli 2018)

Ibu Icha menambahkan
“Saya tidak pernah mealakukan pendekatan pribadi karena sjuh ini
yang saya rasakan selama menggunakan efiling lancar-lancar
saja”. (Wawancara diambil pada tanggal 10 Juli 2018)
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Yang terakhir Bapa Fauzan mengatakan
“Karena kebetualan di perusahaan tempat saya bekerja, efilingnya
dengan vendor yang ditunjuk oleh KPP jadi komunikasi yang saya
lakukan dengan vendor tersebut”. (Wawancara diambil pada
tanggal 10 Juli 2018)

Selain melakukan wawancara secara langsung dengan pihak
yang berkaitan dengan strategi sosialisasi e-filing, terdapat data
sekunder yang mendukung keberhasilan strategi sosialisasi yang
dilakukan oleh KPP Madya Surabaya, data yang pertama mengenai
daftar hadir peserta sosialisasi, data yang kedua mengenai peningkatan
pelaporan SPT yang dilakukan wajib pajak dengan menggunakan e-
filing. Data tersebut menunjukkan perbedaan pelaporan SPT yang
dilakukan wajib pajak menggunakan e-filing, khususnya untuk
pelaporan SPT PPh Pasal 21 dan PPN sebagai berikut :

Tabel 4.2 Rekap Daftar Hadir Peserta Sosialisasi Perpajakan KPP

Madya Surabaya
Jumlah Peserta Sosialisasi
Waktu
Sosialisasi
14 Maret 2018 | 15 Maret 2018 | 19 Maret 2018
Sesi Pagi 135 123 81
Sesi Siang 108 21 75

Sumber : Daftar Hadir Peserta Sosiaalisasi Perpajakan

Pada gambar tersebut menunjukkan kehadiran wajib pajak dalam
kegiatan sosialisasi mengenai peraturan wajib e-filing. Sosialisasi
dilakukan dalam dua sesi yakni pagi dan siang selama tiga hari,
dikarenakan tempat untuk kegitan sosialisasi tidak dapat menampung
sekaligus keseluruhan wajib pajak KPP Madya Surabaya. Namun dari
data tersebut menunjukkan bahwa tidak semua wajib pajak KPP Madya
surabaya yang diundang bersedia hadir untuk mengikuti kegiatan
tersebut.
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Tabel 4.3 SPT Masa PPh Pasal 21/26 — 2018 per 10 Juli 2018 KPP

Madya Surabaya
Masa Pajak Jumlah e-SPT Jumlah Efiling
01- Jan 781 327
02- Feb 654 379
03- Mar 303 700
04- Apr 6 966
05- Mei 0 951
06- jun 0 90

Sumber : Data per 10 Juli 2018

Pada gambar diatas dapat dilihat perkembangan pelaporan SPT Masa
PPh Pasal 21/26 oleh wajib pajak yang meningkat setelah bulan April
2018, sejak diterapkannya peraturan wajib e-filing. Data tersebut
menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT
nya menggunakan e-filing meningkat dari bulan-bulan sebelumnya.
Seperti yang terlihat pada saat bulan Mei sampai dengan Juni sudah
tidak ada wajb pajak yang melaporkan secara manual mereka beralih
menggunakan e-filing.

Tabel 4.4 SPT Masa PPN per 10 Juli 2018 KPP Madya Surabaya

Masa Pajak Jumlah e-SPT Efiling
01- Jan 658 175
02- Feb 571 213
03- Mar 407 349
04- Apr 1 715
05- Mei 1 673
06- Jun 0 19

Sumber : Data per Juli 2018

Pada gambar diatas dapat dilihan bahwa pelaporan SPT Masa PPN
meningkat setelah adanya peraturan tentang wajib e-filing yang
diterapkan per tanggal 1 April 2018. Dapat terlihat pada bulan April
sampai dengan Mei hanya satu wajib pajak yang belum menggunakan
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e-filing. Dengan begitu dapat dikatakan kepatuhan wajib pajak dalam
melaporkan SPT nya secara online meningkat dengan baik.

4.3 Pembahasan

Menurut Zweers dan Plangue mendefenisikan electronic
government antara lain: “electronic government berhubungan dengan
penyediaan informasi, layanan atau produk yang disiapkan secara elektronis
oleh pemerintah, tidak berbasis tempat dan waktu, menawarkan nilai lebih
untuk partisipasi pada semua kalangan.

Penerapan Electronic Governtment yang dilakukan oleh Direktorat
Jenderal Pajak bertujuan untuk memudahkan wajib pajak dalam melaporkan
pajaknya. Salah satunya adalah dengan adanya program e-filing.
Penyampaian SPT secara elektronik sendiri terdapat dalam Peraturan
Kementerian Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat
Pemberitahuan yang kemudian dirubah menjadi Peraturan Kementerian
Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2018 tentang kewajiban
untuk wajib pajak melaporkan PPh pasal 21 dan PPN dengan menggunakan
e-filing. Dengan adanya peraturan baru tersebut yang diterapkan sejak per
tanggal 1 April 2018 wajib pajak sudah tidak boleh melaporkan SPT nya
secara manual. Maka dengan adanya peraturan tersebut perlu adanya strategi
sosialisasi untuk mengumumkan pada wajib pajak agar mereka tidak datang
lagi ke kantor pajak dan beralih melaporkan SPT nya menggunakan e-filing.

Strategi sosialisasi menurut Winerungan (2013), ada enam unsur
yakni  Publikasi, kegiatan, Pemberitaan, Keterlibatan Komunitas,
Pencantuman Identitas, Pendekatan Pribadi.

Dengan melihat unsur Publikasi, data yang didapatkan dari KPP
Madya Surabaya melalui hasil wawancara yang dilakukan mengatakan
bahwa KPP Madya memang mempublikasikan peraturan baru kepada wajib
pajak dengan secara langsung ataupun menggunakan media sosial. Wajib
pajak juga mengakui bahwa mereka mengetahui adanya peraturan mengenai
wajib e-fiiling memang berasal dari publikasi yang dilakukan KPP Madya
baik secara langsung maupun dari sosial media.

Dengan melihat unsur Kegiatan, dari data yang didapat pada saat
melakukan wawancara dengan pihak KPP Madya mengatakan bahwa
mereka mengadakan sosialisasi perpajakan yang menjelaskan mengenai
peraturan-peraturan baru. Kemudian juga melakukan sosialisasi secara
teknis yang disebut dengan kelas pajak, dalam forum kelas pajak itu
memberikan praktek kepada wajib pajak bagaimana tatacara melaporkan
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SPT nya secara online salah satunya menggunakan e-filing. Hal tersebut
juga diakui oleh dua wajib pajak yang menjadi informan mereka turut hadir
dalam kegiatan sosialisasi tersebut, tetapi tiga diantaranya tidak mengikuti
kegiata sosialisasi.

Dengan melihat unsur Pemberitaan, dari data yang didapat saat
melakukan wawancara dengan pegawai pajak mengatakan bahwa wewenang
untuk membuat berita dilakukan oleh Kanwil DJP Jatim | bagian humas,
jadi bukan KPP Madya sendiri yang menerbitkan berita. Dari hasil
wawancara dengan wajib pajak didapatkan bahwa mereka membaca-baca
berita yang ada di internet untuk mencari informasi mengenai e-filing.

Dengan melihat unsur Keterlibatan Komunitas, dari data yang
didapat dari wawancara dengan pegawai pajak mengatkan bahwa kegiatan
yang melibatkan sebuah komunitas biasanya dengan mengundang ikatan
konsultan pajakatau semacamnya, namun hal itu untuk level seorang pejabat
yang kegiatannya dikemas secara monoton sedangkan untuk menarik minat
wajib pajak yang dikatakan masih muda mereka menggunakan hastag agar
wajib pajak juga ikut meramaikan menggunakan hastag di sosial media
dengan begitu akan membetuk sebuah komunitas tersendiri. Sedangkan
untuk wajib pajak sendiri mereka kurang mengikuti kegiatan yang
bersangkutan dengan sebuah komunitas baik itu kegiatan yang melibatkan
ikatan konsultan pajak ataupun hastag yang ramai di media sosial.

Dengan melihat unsur Pencantuman ldentitas, data yang diperoleh
dari hasil wawancara dengan pegawai pajak mengatakan bahwa KPP Madya
Surabaya memang menggunakan sebuah tagline atau slogan yang terkait
dengan e-filing untuk mengajak wajib pajak menggunakan e-filing, tagline
ini bertujuan untuk memudahkan wajib pajak mengingat e-filing. Namun
dari hasil wawancara dengan wajib pajak sebagian besar mengatakan bahwa
mereka tidak mengetahui adanya tagline yang digunakan untuk e-filing,
bahkan ada seorang wajib pajak yang mengatakan mungkin pihak KPP
kurang mensounding tagline tersebut kepada wajab pajak.

Dilihat dari unsur Pendekatan Pribadi, data yang diperoleh dari hasil
wawancara dengan Kepala Seksi Pelayanan mengatakan bhwa beliau tidak
pernah melakukan pendekatan pribadi dengan wajib pajak, beebeda dengan
yang disampaikan pada saat wwancara dengan AR (Account Representative)
KPP Madya Surabaya yang memang menangani konsultasi dengan wajib
pajak beliau mengatakan serng melakuka pendekatan pribadi dengan wajib
pajak apalagi saat wajib pajak mengalami masalah pada saat menggunakan
e-filing. Untuk data yang diperoleh dari wajib pajak mengatakan bahwa
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mereka sering melakukan pendekatan pribadi dengan AR nya masing-
masing untuk menanyakan peraturan baru ataupun pada saat ada kendala
yang dialami pada saat menggunakan e-filing.

Dalam peneitian ini kepatuhan wajib pajak yang dimaksud adalah
kepatuhan material, yaitu wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap,
dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikan
ke KPP sebelum batas waktu berakhir. Dari hasil wawancara yang dilakukan
dengan pegawai pajak menunujukkan kepatuhan wajib pajak belum dapat
dikatakan meningkat karena wajib pajak masih melaporkan SPT nya seperti
pada saat pelaporan secara manual yaitu melaporkan SPT nya pada saat
batas akhir pelaporan hal tersebut menyebabkan gangguan server atau
website eror terjadi yang mengakibatkan pelaporan SPT secara online yang
dilakukan wajib pajak menggunakan e-filing tidak berjalan dengan lancar.
Kemudian ada kendala lain yakni pada saat wajib pajak melakukan
pelaporan secara online mereka tidak dapat mengetahui apakah yang mereka
laporkan itu ada kekurangan atau kesalahan, tidak seperti pada saat melapor
secara manual yang langsung diberitahu oleh pegawai pajak jika SPT
mereka ada yang kurang atau salah dan bisa segera direvisi.

Bagi pegawai pajak sendiri kendalanya terjadi dikarenakan masih
ada wajib pajak yang belum mengetahui aturan tersebut dikarenakan pada
saat ada sosialisasi mereka tidak hadir, kemudian pemahaman mengenai
teknologi dan informasi dari wajib pajak masih kurang sehingga mereka
masih belum merasa familiar ketika harus mengoprasikan internet,
kemudian mengenai kesadaran wajib pajak untuk membayar dan
melaporkan pajaknya yang masih kurang, dengan adanya hal tersebut pihak
KPP Madya Surabaya selalu berupaya memberi pengertian pada wajib pajak
tentang manfat-manfaat yang didapat dengan membayar pajak.

Meskipun begitu wajib pajak merasa dimudahkan urusannya dengan adanya
e-filing karena tidak perlu datang lagi ke kantor pajak.



